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BUPATI CIANJUR 

PROVINS( JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR 

NOMOR 93 TAHUN 2024 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 
TAHUN 2025 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI CIANJUR, 

a. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (3) Peraturan 
Pemerintah Norn or 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa 
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersurnber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cianjur; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2025; 

1 .  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4335); 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2024 Nomor 35 Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 
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3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495), sebagaimana teiah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6914); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

5. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang 
Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat (Lembaran 
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
7039); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana teiah dua 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
11 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Repubiik Indonesia Nomor 6321); 

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 
Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan 
Beianja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara 
Repubiik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
145 Tahun 2023 Tentang Pengeioiaan Dana Desa (Serita 
Negara Tahun 2023 Nomor 1051); 
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9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 
7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 
(Berita Negara Tahun 2023 Nomor 686); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa 
Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa 
Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 
1083); 

1 1.  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 
2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara 
Tahun 2024 Nomor 1000); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 
2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah 
Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah 
Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 
2015 ten tang Desa (Lembaran Daerah Ka bu paten 
Cianjur Tahun 2015 Nomor 4); 

14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Cianjur Tahun 2018 Nomor 97); 

15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 
serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah 
Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 70), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur 
Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja 
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 
Nomor 250). 
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MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2025 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah 
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Cianjur. 

4. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD, 
adalah Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan dan Aset Daerah. 

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat 
DPMD, adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa. 

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usu!, dan/ a tau hak tradisional yang 
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan 
untuk. membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 
masyarakat. 

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama 
lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Desa. 

9. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usu! adalah hak yang merupakan 
warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat 
Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. 

10. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur 
dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh 
Desa atau mampu dan efektif clijalankan oleh Desa atau yang muncul 
karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa. 
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1 1.  

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan narna lain adalah 
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, 
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan 
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan 
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan 
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan 
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, 
serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, 
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi 
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang 
didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk 
dibiayai dengan Dana Desa. 

Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata 
yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah 
berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa). 

Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, 
khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan 
mengutamakan pemanfaatan surnber daya, tenaga kerja, dan teknologi 
lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi 
kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah 
dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau 
yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat 
Desa. 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian 
bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa 
kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan 
diputuskan melalui musyawarah Desa. 

Sustainable Development Goals Desa yang selanjutnya disebut SDGs 
Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan 
kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa 
peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, 
Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan 
pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 

Anak Kerd.il (stunting) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita 
(bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga 
anak terlalu pendek untuk usianya. 
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24. 

26. 

23. 

22. 

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara 
sampai dengan persorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan 
yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, 
merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, 
keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan 
produktif secara berkelanjutan. 

Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung 
atau tidak langsung, oleh aktvitas manusia yang menyebabkan 
perubahan komposisi atmosfer secara global serta perubahan variabilitas 
iklim alarniah yang teramati pada kurun waktu yang dapat 
dibandingkan. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat 
RPJMDes adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka 
waktu 6 (enam) tahun. 

Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKPDes adalah 
penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat 
APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut 
oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang 
bertugas pendampingan di tingkat Desa, kecamatan, kabupaten dan 
provinsi. 

27. Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah peraturan 
perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas 
dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 

25. 

21. 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini mengatur : 

a. Prioritas Penggunaan Dana Desa; dan 

b. Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa tahun 2025. 

Pasal 3 

(1) Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk: 

a. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemantauan dan 
evaluasi penggunaan Dana Desa; 

b. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi 
penggunaan Dana Desa melalui pendampingan masyarakat Desa; 
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Desa dalam menetapkan 
perencanaan pembangunan 

acuan bagi Pemerintah 
Dana Desa dalam kegiatan 

c. memberikan 
penggunaan 
desa; dan 

d. memberikan acuan bagi Pemerintah Desa dalarn menyelenggarakan 
Kewenangan Hak Asal Usu! dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang 
dibiayai dari Dana Desa. 

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip: 

a. kemanusiaan; 

b. keadilan: 

c. kebhinekaan; 

d. keseimbangan alam; dan 

e. kepentingan nasional. 

(3) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Prioritas Penggunaan Dana Desa; 

b. penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa; 

c. publikasi dan pelaporan; dan 

d. pembinaan. 

Pasal 4 

(1) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2025 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dimaksudkan untuk 
memberikan arahan dalarn pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2025; 

(2) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2025 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. 

BAB II 

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 

Pasal 5 

(1) Penetapan Penggunaan prioritas Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa 
berdasarkan kewenangan Desa. 

(2) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan 
dan pemberdayaan masyarakat 

(3) Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa. 
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Pasal 6 

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 
ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat 
Desa dalam rangka: 

a. peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa;; 

b. peningkatan kualitas hidup manusia; serta 

c. penanggulangan kemiskinan. 

Pasal 7 

(I) Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk 
mendukung: 

a. penanganan kemiskinan ekstrem; 

b. program ketahanan pangan dan hewani; 

c. program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa; dan/atau 

d. program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM 
Desa/BUM Desa bersama, serta program pengembangan Desa sesuai 
potensi dan karakteristik desa. 

(2) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
wajib dialokasikan Pemerintah Desa dalarn APB Desa tahun 2025. 

(3) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah 
Desa. 

Pasal 8 

(1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan 
ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a berupa 
Bantuan La.ngsung Tonai Desa. 

(2) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) menggunakan diprioritaskan untuk keluarga miskin berdomisili 
di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh 
pemerintah. 

(3) Data yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) menggunakan keluaraha desil l (satu) data Pensasaran Percepatan 
Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE). 

(4) Dalarn hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam 
keluarga desil I (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Desa dapal 
menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga 
yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) 
data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE). 
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(5) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagimana 
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Desa dapat menetapkan calon 
keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai 
berikut: 

a. Kehilangan mata pencaharian; 

b. Mempunyai anggota keluarga rentas sakit menahun/kronis dan/atau 
difabel; 

c. Tidak menerima bantuan social program keluarga harapan; 

d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; 
dan/atau 

e. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin. 

(6) Daftar keluarga penerima manfaat sebagairnana dimaksud pada ayat (I) 
sampai dengan ayat ayat (5) ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa 
atau Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa. 

(7) Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) minimal memuat: 

a. Nama dan alamat keluarga penerima manfaat; 

b. Rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok 
pekerjaan; dan 

c. Jumlah keluarga penerima manfaat. 

d. Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu 
rupiah) per bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua 
betas per keluarga penerima manfaat. 

e. Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penenma manfaat 
dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari atau dapat 
dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus. 

Pasal 9 

(I) Fokus penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani 
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (I) huruf b dialokasikan 
paling rendah 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa. 

(2) Fokus penggunaan Dana 
sebagaimana dimaksud 
aspek: 

a. ketersediaan pangan di Desa; 

b. keterjangkauan pangan di Desa; dan 

c. pemanfaatan pangan di Desa. 

Desa untuk ketahanan pangan dan hewani 
pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan 
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Pasal 10 

Fokus penggunaan Dana Desa untuk pencegahan dan penurunan stunting 
skala Desa sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (1) huruf c 
dilaksanakan melalui: 

a. intervensi spesifik; 

b. intervensi sensitif; dan 

c. tata kelola pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan 
stunting, sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa. 

Pasal 1 1  

(1) Dana Desa untuk dana operasional pemerintah Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dialokasikan paling banyak 3% 
(tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa. 

(2) Dana Desa untuk dana operasional pemerintah Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan untuk mendukung 
pelaksanaan tugas Pemerintah Desa. 

(3) Penggunaan Dana Desa untuk dana operasional pemerintah Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. koordinasi; 

b. kegiatan 

c. kegiatan 
Desa. 

penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; dan 

lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah 

BAB !11 

PENETAPAN PRJORJTAS PENGGUNAAN DANA DESA 

Pasal 12 

(1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dibahas dan disepakati dalam 
Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa. 

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan 
kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang 
dituangkan dalam berita acara. 

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman 
Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur 
mengenai RKP Desa. 

(4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan 
pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat Desa. 
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Pasal 13 

(1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan 
sumber daya lokal Desa. 

(2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan 
menggunakan pola Padat Karya Tonai Desa. 

(3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) 
dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa. 

(4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas 
masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja 
sama antar-Desa. 

(5) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 14 

(l} Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja 
sama an tar desa dan/ a tau kerja sama desa dengan pihak ketiga 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam ha! dibutuhkan adanya kerjasama antara desa dengan kelurahan 
untuk melaksanakan program dan/ a tau kegiatan melalui swakelola 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 15 

(1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan 
Dana Desa. 

(2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan cara: 

a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan 
Dana Desa; 

b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan; 

c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam 
dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan 

d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa. 

(3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam 
penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. 
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Pasal 16 

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa. 

(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana climaksud pada ayat (1) 
disusun berdasarkan: 

a. hasil pendataan SDGs Desa oleh Desa; 

b. data yang disediakan oleh Kementerian; dan 

c. aspirasi masyarakat Desa. 

(3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa. 

BABIV 

PUBLIKASI DAN PELAPORAN 

Bagian kesatu 

Publikasi 

Pasal 17 

(1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas 
Penggunaan Dana Desa. 

(2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. hasil Musyawarah Desa; dan 

b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen 
RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, 
dan dokumen APB Desa. 

(3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedik:it 
memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran. 

Pasal 18 

(1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan di ruang 
publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa dan dilaksanakan 
paling lambat l Bulan setelah penetapan APB Desa. 

(2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara 
swakelola dan partisipatif. 

(3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas 
Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) badan permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau 
tertulis. 
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Bagian kedua 

Pelaporan 

Pasal 19 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan 
Dana Desa kepada Menteri melalui Kementerian. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clisampaikan dalam bentuk 
dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh 
Kementerian. 

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan 
paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan. 

BABV 

PEMBINAAN 

Pasal 20 

(1) Bupati melalui Perangkat Daerah terkait dan camat membina dan 
mengawasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa melalui sosialisasi, 
pemantauan dan evaluasi secara berjenjang. 

(2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak ketiga sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangundang). 

Pasal 21 

(1) Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah 
terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), meliputi: 

a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa; 

b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana 
Desa; 

c. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana 
Desa; dan 

d. memberikan bimbingan dan konsultasi pengelolaan pelaksanaan Dana 
Desa. 

(2) Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), meliputi: 

a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; 

b. memberikan bi.mbingan dan konsultasi penggunaan dan pengelolaan 
Dana Desa; 

c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan dana desa. 
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BAB VI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 22 

(1) Dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah, Prioritas Penggunaan 
Dana Desa dilaksanakan oleh Desa sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Tata kelola keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur 
mengenai pengelolaan keuangan Desa; 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal23 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Serita Daerah Kabupaten Cianjur 

Ditetapkan di Cianjur 
pada tanggal 27 Desember 2024 

BUPATI CIANJUR, 

ttd/cap. 

HERMAN SUHERMAN 

Diundangkan di Cianjur 
pada tanggal 30 Desember 2024 

SEKRETARIS DAE UPATEN CIANJUR 

c 

CECEP S ALAMSYAH 

BERITA DAE UPATEN CIANJUR TAHUN 2024 NOMOR 479 


